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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi ketika PT. Aruna Wijaya Sakti mengambil
alih Dipasena yang berlokasi di Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang
Bawang. Pada tanggal 24 Maret 2004 aset Grup Dipasena termasuk tambak Bumi
Dipasena diserahkan kepada PT. perusahaan Pengelola Aset Negara (PT. PPA),
namun pada tanggal 24 Mei 2007 PT. Pengelola Aset Negara menjual aset kredit
dan saham Grup Dipasena kepada PT. Aruna Wijaya Sakti, sehingga sejak saat itu
PT. Dipasena Citra Darmadja sebagai inti digantikan oleh PT. Aruna Wijaya Sakti
dan perjanjian kerjasama dengan petambak ditandatangani pada Desember 2007.
Namun dilihat dari masalah yang terjadi pada perjanjian kerjasama ini yaitu
terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban serta mekanisme
transaksi budidaya udang sehingga petambak plasma merasa dirugikan.

Rumusan masalah dalam: penelitian . ini adalah apakah prosedur dan
pengelolaan kerjasama yang dijalankan antara PT. Aruna Wijaya Sakti dan
Petambak Plasma di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur
Kabupaten Tulang #Bawang i deng janjiandyang disepakati, dan
bagaimana ginjauan hukuiml Isla sitif dala '
dijalankan
pepanjian

ijaya Saktl dengan-£

litian ini k ginengeliahui prosed
ahlitinjauan NUKOM [Sfam dan hukum
e 0 Aruna Wijaya Sakti
berdasarkan perjanji
earch) yang bersifat

i e

anya

Penelitian ini n
deskriptif analisis. Sumber dat®™ang*dikump®fkan adalah data primer yang di
ambil dari sejurglah res djri.darj pika . ijaya Sakti dan
Petambak Plariijg| W&ﬁéﬁt‘&i—m gﬁégégﬁwpenelitian ini
menggunakan beberammgmurlm]' tmfaitu wawancara dan
observasi. Sedangkan €latd’ s at* difek alui kepustakaan yang
bertujuan untuk mengumpul fan4] LRl dengan bantuan buku-buku
yang terdapat di perpustakaan.

Berdasarkan penelitian di lapangan, pelaksanaan prosedur dan pengelolaan
kerjasama yang dijalankan antara PT. Aruna Wijaya Sakti dan Petambak Plasma
tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati alasannya karena dalam
pelaksanaan hak dan kewajiban serta mekanisme transaksi budidaya udang tidak
sesuai dengan perjanjian Kkerjasama atau terjadi penyimpangan didalamnya.
Ditinjau dari hukum Islam tentang pelaksanaan akad musyarakah antara PT.
Aruna Wijaya Sakti dan Petambak Plasma menjadi fasad alasannya dalam
pelaksanaan hak dan kewajiban serta mekanisme transaksi jual beli udang tidak
sesuai dengan perjanjian kerjasama sedangkan dalam hukum positif perjanjian
kerjasama yang dijalankan keduanya menjadi berakhir alasannya karena pihak
perusahaan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama sehingga dalam

kerjasama ini PT. Aruna Wijaya Sakti tidak menjalankan kewajibannya dan
petambak plasma merasa dirugikan.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi maka
akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat didalam judul skripsi
“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian
Kerjasama Kemitraan Usaha Pertambakan Udang Antara PT. Aruna
Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma (Studi Kasus Di Bumi Dipasena
Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang )”.

Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

sar ba i alah hasil

gan, pendapat (sesudah, men i
sepe aleﬁ berdasarkan
la nusia muk

Jadi, dapat dik lah hasil pandangan

diyakini

atau pendapat hukum yang berupa seperangkat norma atau aturan yang

bersumber berdasarkan wahyu Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw.?

! Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa
(Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1470.
2 Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 17-18.



2. Hukum Positif
Hukum Positif yaitu hukum yang sedang berlaku di suatu Negara
tertentu. Atau hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat
tertentu dalam suatu daerah tertentu.? Jadi, dapat dikatakan bahwa tinjauan
hukum positif adalah hasil pandangan atau pendapat hukum yang
bersumber dari hukum di suatu Negara tertentu. Yang dimana sumber
hukum positif dibagi menjadi dua, yaitu sumber materiil dan sumber
formil.?
3. Perjanjian Kerjasama (Syirkah)
Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur
oleh Tagiyuddin. Maksud

atau percampuran.Demikian  dinyataka

hartanya dengan

hingga tidak mungkin untu

ng dimgksud dengaggsyirkah
L.

d UU No. 9 Tahun 1995

4. Kemitraan usaha
Kemitraan us
tentang usaha kecil, adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha

menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan

* Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2007), h. 85.
* C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 57.
® Hendi suhendi, FIQH muammalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2014), h. 125.



oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling
menguntungkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.®
5. Pertambakan Udang
Pertambakan udang adalah sebuah kolam yang dibangun untuk
membudidayakan udang, baik udang air tawar, air payau, maupun air asin.
Udang merupakan salah satu jenis hewan penyaring sehingga kualitas air
(kesamaan dan kadar garam) sangat menentukan hasil yang didapatkan
oleh petambak.
6. Perusahaan PT. Aruna Wijaya Sakti
Perusahaan yang membina dalam melakukan pengembangan

pertambakan udang di Bumi Dipasena.

menurut kamus besar bahasa | lah orang

mata pegcahariannya) bertam
yir..
k.

Berdasark. i ri penelitian ini adalah

untuk meninjau ker na Wijaya Sakti dengan
Petambak Plasma di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur

Kabupaten Tulang Bawang.

® Jeane Neltje Saly, Penanaman Modal Asing dalam Prespektif Pandangan International,
(Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001) h. 35.

’ Fadilasari, Dipasena Kemitraan, Konflik, dan Perlawanan Petani Udang, (Bandar

Lampung: Sijado, 2012), h. 4.



B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan yang mendasari peneliti sehingga terdorong untuk

membahas dan meneliti judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Adanya praktik kerjasama kemitraan usaha pertambakan udang di
Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang
Bawang yang di mana PT. Aruna Wijaya Sakti tidak melaksanakan
kewajibannya pada perjanjian kerjasama, sedangkan petambak plasma
sudah menjalankan kewajibannya dalam perjanjian kerjasama. Akibatnya

petambak plasma tidak mendapatkan hak-haknya berdasarkan perjanjian

levan diahas dalam.kajian ya
}

permasalahan ini,

membahas pokok
rik untuk mengangkatnya
sebagai judul skripsi.
C. Latar Belakang Masalah
Bumi Dipasena Utama adalah kampung di Kecamatan Rawajitu Timur
Kabupaten Tulang Bawang, merupakan desa yang dibangun berdasarkan

pembuatan salah satu pertambakan udang terbesar di dunia, PT. Dipasena



Citra Darmaja merupakan perusahaan yang mengelola pertambakan udang
sebelum diambil alih pengelolaannya oleh PT. Aruna Wijaya Sakti, nama
depannya Bumi Dipasena diambil dari sebagian nama perusahaan tersebut
yaitu PT. Dipasena Citra Darmaja.

Sebelum dikelola oleh PT. Aruna Wijaya Sakti, PT. Dipasena Citra
Darmaja masuk ke rawajitu dan mendirikan kerajaan bisnis udang pada tahun
1988. Setahun kemudian, pertambakan udang terbesar di Asia Tenggara itu
mulai beroperasi dengan pola Tambak Inti Rakyat. Petambak sebagai plasma
dan PT Dipasena sebagai Inti. Pola kemitraan yang di promosikan mampu
mengangkat kesejahteraan petambak rakyat. Terdaftar 9 ribuan petambak

ng di lintasi sungai

Mesuji. Setiap i ua petak tambak

asing dua ribu meter perseqt.

eroleh Etamtik ity dicatat

itu tambak menjadi mili

cara ini utang petam pan tahun dan setelah
un 1997, utang petambak
bukannya lunas malah membengkak menjadi 300 juta hingga 700 juta rupiah
perorang. Menurut PT. Dipasena Citra Darmaja, utang petambak

membengkak karena kredit mereka dalam dolar. Krisis ekonomi terjadi sejak

® Ari Darsono, wawancara dengan penulis, Desa Bumi Dipasena Utama, Tulang Bawang
20 April 2020.

® Sugito, wawancara dengan penulis, Desa Bumi Dipasena Utama, Tulang Bawang, 20
April 2020.



tahun 1997, sedangkan petambak plasma mencicil utang itu mulai tahun 1989.
Seharusnya utang seluruh petambak sudah lunas, bukan justru bertambah.
Pada tahun 2007 pemerintah melalui PT Perusahaan Pengelola Aset menunjuk
PT Aruna Wijaya Sakti mengambil alih Dipasena. Anak perusahaan Central
Proteina Prima ini diberi tugas merevitalisasi tambak udang tersebut.'

Ketika PT Aruna Wijaya Sakti mengambil alih Dipasena, Kisruh
kemitraan justru terus berlanjut. Revitalisasi yang tersendat, pengadaan
peralatan tambak tidak sesuai standar, dan munculnya berbagai masalah
revitalisasasi. Akar permasalahan yang terjadi dikarenakan kegagalan sistem
kemitraan, aturan yang dibuat cenderung tidak terperinci, tidak jelas, tidak

tegas, sistem kemitraan yang ada bersifat eksploitasi, kemudian perjanjian

waktu untuk
jian yang disepakati.™

g harus gilakukan hagus mem

karena itu dalam perj dari hukum Islam dan

hukum positif yang ber da hampir segala perilaku
yang dilakukan manusia termasuk dalam kegiatan bisnis ini merupakan ajaran

Islam yang sangat penting.

% Erwin Wagianto, wawancara dengan penulis, Desa Bumi Dipasena Utama, Tulang
Bawang, 20 April 2020.

" Endro Warsito, wawancara dengan penulis, Desa Bumi Dipasena Utama, Tulang
Bawang, 20 April 2020.



Hal ini terdapat pada firman Allah surat Al-Ma’idah ayat 1:

AN PRFAN Ve (&Jq} 5,2l 55 il

SR RS A PP

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu. dihalalkan
bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu.
(yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu
sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang di kehendaki-Nya.

Berdasarkan keterangan di atas penulis menganggap masalah ini perlu

untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai perjanjian

kerjasama yang ! ij I dengan Petambak
alam hukum Islam

ul “Tinjauan Hukum Isl

L.

Di Bumi Dipasena ecamat jitu Timur Kabupaten
Tulang Bawang).
. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini lebih kepada tinjauan hukum Islam dan hukum

positif dari kerjasama antara PT. Aruna Wijaya Sakti dengan Petambak



Plasma. Hasilnya adalah diharapkan akan memperoleh pemahaman fenomena
tertentu dari perspektif partisipan yang mengalami fenomena tersebut.*?
E. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis dapat
menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perjanjian kerjasama antara PT. Aruna Wijaya
Sakti dengan Petambak Plasma di Bumi Dipasena Utama Kecamatan
Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam implementasi
perjanjian kerjasama antara PT. Aruna Wijaya Sakti dengan Petambak

Plasma di Bu

n Rawajitu Timur Kabupaten
F. Tujuan

b. Untuk mengetahui

i Dipasena Utama Kecam

hukum positif dalam

implementasi perjanji . Aruna Wijaya Sakti dengan
Petambak Plasma.

G. Signifikasi Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berkenaan dengan manfaat yang ilmiah dan praktis

berkenaan dengan hasil penelitian. Mengungkapkan secara spesifik kegunaan

 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi, (Yogyakarta:

Pustakabarupress, 2015), h. 21.



yang dapat tercapai dari aspek teoritis dengan mencapai kegunaan teoritis apa

yang dicapai dari masalah yang diteliti, dan aspek praktis dengan

menyebutkan kegunaan apa yang dapat tercapai dari penerapan pengetahuan

yang dihasilkan penelitian.™

1.

. Metode Peneliti

tersebut akan disebar

1.

secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu
pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis
berikutnya dan dapat memberikan pemahaman tentang kerja sama yang
dilakukan antara PT. Aruna Wijaya Sakti dengan Petambak Plasma
menurut hukum Islam dan hukum positif

secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir
guna memperoleh S.H pa

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

digunakan penelitian ini“merup kualitatif.

elitian fualitatif adalah peneli
n rln an

n dalam penelitian kualitati

Jenis dan Sifat Pene
a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan

(Field Research), penelitian yang langsung dilakukan dilapangan.

Yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau

B bid, h. 21.
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informasi sebagai pendukung.™* Penelitian ini bertujuan untuk mencari
informasi  seputar permasalahan yang terjadi pada perjanjian
kerjasama antara PT. Aruna Wijaya Sakti dengan petambak plasma Di
Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang
Bawang.
b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara bertahap dan
berlapis dengan kualitatif, bersifat deskriptif adalah penelitian yang
bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan,
yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Maka dari

itu  penelitian tentang bagaimana

i janj i ijaya Sakti

bak plasma (Studi Kasus Di i na Utama

wajitu Tgmur Kabupaten Tulan
¥

ng digunakan dalam pen

n ini sebagai
berikut:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber

pertama yaitu hasil dari wawancara dan dokumentasi.”> Hal ini data

primer diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam

" Susiadi, Metode Penelitian , (Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M
Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9.

> Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metodelogi Penelitian( Bandung: Mandar Maju,
2002), h. 733.
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tinjauan hukum Islam dan hukum positif dari kerjasama kemitraan
usaha pertambakan udang antara perusahaan PT. Aruna Wijaya Sakti
dengan Petambak Plasma di Kabupaten Tulang Bawang Kecamatan
Rawajitu Timur.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti
dari buku buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung
ataupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian akan
tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.
Sumber da

leh penulis adalah beberapa

lis lakukan, antara

1qi literatur-

gunakan

beberapa metode
a. Wawancara
Metode wawancara adalah tekhnik pengumpulan data untuk
memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara
mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang

bersangkutan. Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk
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diajukan secara langsung kepada petambak plasma dalam kerja sama
yang dilakukan dengan perusahaan PT. Aruna Wijaya Sakti.
b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau
variable yang berupa catatan, dokumen, transkip, buku, surat kabar,
majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya.
Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa
dokumen dan gambar-gambar yang berkaitan dengan perjanjian
kerjasama antara Petambak Plasma dengan PT. Aruna Wijaya Sakti.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

penelitian ini i it melakukan perjanjian
kerjasama kemit udang yaitu, PT. Aruna
Wijaya Sakti dan Petambak Plasma.*® Populasi berjumlah kurang lebih
934 orang, yang terdiri dari 924 Petambak Plasma'’ dan 10 dari pihak

PT. Aruna Wijaya Sakti.

18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2006), h. 108.

' Data Profil Kampung 2019, Kampung Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur
Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.
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b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di
miliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar, peneliti tidak
mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena
keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat
menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang
digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan purposive
sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri
sampel yang di ambil karena pertimbangan tertentu.

Dalam pengambilan sampel peneliti berpedoman pada

Suharsimi hwa apabila subjeknya kurang

dari 100,

tiannya merupakan
dari 100
samp

ebih 5%

ri 934 orang maka tata
cara pengambilan g di ambil 1% X 934= 9,34
di bulatkan menjadi 9 orang. Jadi sampel dari penelitian ini berjumlah
9 orang yang terdiri dari 8 Petambak Plasma dan 1 PT. Aruna Wijaya

Sakti.

18 1bid, h. 112.
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5. Metode Pengolahan Data
Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data
dilakukan dengan cara:
a. pemeriksaan data (editing)

Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh
terutama dari kelengkapannya, kejelasan, kesesuaian serta relevansinya
dengan data lain.

b. sistematisasi data (systemizing)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

6. Analisa Data

ut akan di analisis
akan kualitatif' dan analisis Penelitian

elitian deskriptif yan

penelitian komp, ng digunakan untuk

membandingkan ant lebih dari suatu variable
tertentu.’® Metode ini di gunakan dalam membuat kesimpulan tentang
berbagai hal yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama kemitraan usaha

pertambakan udang di Bumi Dipasena Utama.

1% Burhan Bungin ED, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2015), h. 30
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BAB I1
KAJIAN TEORI
A. Landasan Teori
1. Pengertian Akad (perjanjian) Menurut Hukum Islam
Secara etimologis akad mempunyai beberapa arti, antara lain:

a. Mengikat (ar-rabtu) yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat
salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian
menjadi sebagai sepotong benda.

b. Sambungan (aqdatun) yaitu sambungan yang menjadi memegang

kedua ujung itu dan mengikatnya®

Janji (al-ahdu) sebagai

seseorang menger|

perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan orang lain,

baik setuju maupun tidak setuju tidak berpengaruh kepada janji yang

' M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2003), h. 13.
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dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali-Imran

ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.’

Menurut istilah hukum Islam ada beberapa definisi akad yaitu:

1. Menurut Mursyid Al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang
diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang
menimbulkan akibat hukum pada objek akad.®

2. Menurut Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan ijab dan
gabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk
melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.*

Ibnu Al-Arabi rahimahullah menyatakan, “ikatan transaksi akad

terkadang berhubungan , terkadang dengan manusia

Akad mer, n ijab dan gabul yang

berakibat timbulnya penawaran yang diajukan
oleh salah satu pihak, dan gabul adalah jawaban persetujuan yang

diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak

? Ibid, h. 13.

* Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), h. 23.

* Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007), h. 75.

> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2003), h. 101.
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pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan masing-masing pihak tidak
terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua
pihak yang tercermin dalam ijab dan gabul.® Akad merupakan tindakan
hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang
mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan gabul yang menyatakan
kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah
pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk
melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan
yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad. Tujuan akad
untuk akad yang bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat
idak bernama ditentukan oleh

hukum, sementara tujuan.akad untuk aka

an syarI akad Iadal?sebagai

ang yang berakal, terkad i g pihak

terdiri dag iri. dari beberapa orang,
seseorang yan g yeng memiliki hak dan
terkadang merupakan wakil dari yang memeiliki hak. Ulama figh
memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi aqid

antara lain:

6 .
Ibid, h. 102.
" Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007), h. 68.
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a) Ahliyah
Ahliyah yaitu keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan
untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki
ahliyah jika tealh baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal
disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan
orang orang normal, sedangkan mumayyiz adalah mampu
membedakan antara baik dan buruk antara berbahaya dan tidak

berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

b) Wilayah

nsaksikannya, dan yang penting melakukan

sehingga mampu

mengekspresikafinya dnegan Bebas.

2) Maugud alaih adalah benda-benda yang diakadkan.

3) Maudhu al aqd adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan
akad, apabila berbeda akad maka maka berbedalah tujuan akad.

4) Sighat al-aqd adalah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan

penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai
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gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan gabul
perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang
diucapakan setelah ijab.?
b. Syarat Akad
Syarat-yarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai
macam akad yaitu:

1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak, tidak sah akad
orang yang gila, orang yang berada dibawah pengampuan dan
boros atau lainnya.

2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

diizinkan ‘oleh ‘syara’, dilakukan oleh orang yang

bukan agid yang

um teg

7) ljab dan ebelum adanya gabul
maka batal.

3. Macam-macam Akad
Para ulama figh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari

berbagai segi keabsahannya, menurut syara dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

® Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 44.
® Ibid, h. 44.
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a. Akad Sahih

Akad sahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat,
hukum dari akad sahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum
yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang
berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sahih ini
menjadi dua macam yaitu:
1) Akad Nafis (sempurna untuk dilaksanakan).
Akad nafis adalah akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun
dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk pelaksanaannya.

2) Akad Mauquf

ilaks eorang yang cakap

hukum, tetapi ia memili untuk

kan daIelaksanak akad it

tidak mengikat a erakad. Ulama Hanafiah

a rukun
dan syaratny; nya tidak berlaku dan
membagi menjadi dau macam yaitu akad yang fasad dan akad yang
batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi salah satu
rukun dan syarat atau terdapat larangan dari syara’, sedangkan akad

fasad adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang
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diakadkan tidak jelas atau akad yang cacat diluar rukun dan syarat
akad.'®

Menurut tujuannya akad dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Akad Tabarru’
Akad tabarru’ adalah segala macam perjanjian yang menyangkut
transaksi yang tidak mengejar keuntungan. Akad tabarru’ dilakukan
dengan tujuan tolong menolong dalam rangka mebuat kebaikan,
sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak
mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Namun
demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada

rekan transaksinya u ang dikeluarkannya

engejar keuntungan. Ak dengan

tujuan mencagl ifat komersiil. Hal ini
didasarkan atas ka adalah suatu aktivitas untuk

memperoleh keuntungan.**

10 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 108.
" Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007), h. 35.
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4. Prinsip-prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang

berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak

yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

a.

b.

C.

=h

5. Berakhirnya Akad

Prinsip kebebasan berkontrak

Prinsip perjanjian itu mengikat

Prinsip kesepakatan bersama

Prinsip ibadah

Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi

Prinsip kejujuran.*?

Akad pabila:

asa berlaku akad itu, apab

ke L

tenggang
d itu a

ila ak
ady apabil ny

Dalam akad bisa dianggap berakhir

jika: (a) jual beli t unsur-unsur tipuan salah
satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya khiyar
syarat, khiyar aib, khiyar rukyah; (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh

salah satu pihak; (d) dan tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.

12

Ismail Nawawi, Figh Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia,

2017), h. 29.
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d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, dalam hubungan ini
para ulama figh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis
berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad.
Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang
melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa, ar-
rahn, al-kafalah, al-wakalah, al-muzara’ah.*®

B. Perjanjian Kerjasama Dalam Hukum Perdata
1. Pengertian perjanjian
Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau
lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya (Pasal 1313

KUHPerdata), HPerdata menyatakan bahwa

tujuan tidak hanya gikat u
LA

jjuannya diharuskan oleh

undang-undang. arnya yang ditentukan oleh
undang-undang terha juan, yaitu perjanjian.'*
2. Dasar hukum perjanjian

Menurut pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah perbuatan

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

" Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari’ah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2007), h. 109.
' Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 3.
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orang atau lebih.® Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum
antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya
terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah
sumber perikatan.
Ada beberpa asas yang dapat ditemukan dalam hukum perjanjian,
empat diantaranya yang banyak dibahas, yaitu:
a. Asas Konsensualitas
Asas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan
yang timbul dan telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan,
selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Asas ini

ta mengenai Syarat-

elum dilgksanakan a saat i
aIv ar

i,mereka atau biasa juga

tersebut suda ligatoir, hirkan kewajiban bagi
para pihak untuk ut.

Lahirnya perjanjian pada saat terjadinya kesepakatan tidak berlaku
bagi semua jenis kontrak, karena asas ini hanya berlaku terhadap
kontrak konsensual, sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak

riel tidak berlaku, karena terhadap kontrak formal memerlukan

15 Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk wetboek,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 338.
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formalitas tertentu untuk lahirnya kontrak, sedangkan untuk kontrak
riel, lahir pada saat penyerahan barang yang menjadi objek kontrak.*®
b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak yaitu bahwa para pihak dalam suatu
perjanjian bebas untuk menentukan materi atau isi dari perjanjiann
sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan
kepatutan. Asas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUHPerdata
yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah
mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*’

Kebebasan berkontrak- memberikan jaminan kebebasan kepada
seseorang dalam be

rapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di

entukan apakahia melakukan pe

ntukan gengan siapada akan m

6. Kebebasan-ke
Kebebasan kontrak ini tetap saja ada batasnya, yakni tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban

' Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa lIslam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2013), h. 9.

7 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2017), h. 295-296.

18
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umum, maupun Kkesusilaan. Larangan ini berlaku umum dalam hukum
kontrak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin
kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga
dari sifat Buku Il BW yang hanya merupakan hukum yang mengatur
sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya),
kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

Oleh karena adanya kebebasan ini pula sehingga Buku Ill yang
mengatur tentang perikatan ini juga disebut menganut sistem terbuka.
Ini pula yang menyebabkan sehingga para pihak yang membuat

kontrak bebas membuat perjanjian, walaupun aturan khususnya tidak

banyak ahli

a pasal 1338 ayat (1).BW, na
tid [il S i

“semua perjanjian

yang mendas

2. Pada kalimat ° -undang” menunjukkan asas
kekuatan mengikat atau yang disebut asas pacta sunt servanda.

3. Pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan asas

personalitas.™

'® Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 78-79
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Walaupun demikian, kalimat tersebut merupakan suatu kesatuan
yang tidak dapat dipenggal-penggal seperti tersebut di atas. Jadi
pemenggalan di atas hanya untuk melihat kandungan dari pasal
tersebut.?’

c. Asas mengikatnya kontrak (pacta sunt servanda)

Setiap orang yang membuat kontrak, maka dia terikat untuk
memenuhi kontrak tersebut, karena kontrak tersebut mengandung
janji-janji yang harus dipenuhi, dan janji tersebut mengikat para pihak
sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada
Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa semua

secara sah berl

perjanjian u sebagai undang-undang bagi

ngikatnya

g”

Asas ikti s yang dikenal dalam
ad baik ini diatur dalam
Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan
iktikad baik.?* Sedangkan Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan
peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap pra perjanjian,

bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas iktikad baik, bukan lagi

20 -
Ibid, h. 79.
! Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 342.
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pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut, sehingga
dalam perundingan-perundingan atau perjanjian para pihak, kedua
belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus
yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa
akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak harus bertindak dengan
mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi
masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban
untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar
terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak, atau masing-
masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup

berkaitan dengan iktikad baik.?

kreditur, dan_pi i i dalam bahasa bisnis
disebut debitur. ak adalah perjanjian yang
hanya ada kewajiban pada satu pihak, dan hanya ada hak pada hak
lain. Perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya

bagi satu pihak, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian

penanggungan, perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Dan perjanjian

> Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa lIslam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada
2013), h. 11-12.
2% | Ketut Okta Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 49.
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timbal balik yaitu perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada
kedua belah pihak. Jadi pihak yang berkewajiban melakukan suatu
prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi, misalnya
perjanjian jual-beli dan perjanjian sewa-menyewa.?*
b. Perjanjian Cuma-Cuma dan atas beban

Kedua jenis perjanjian ini diatur dalam pasal 1314 KUHPerdata
yang menyebutkan bahwa:
“ Suatu persetujuan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang
menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu peretujuan atas
beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing

sesuatu g atau tidak berbuat

perjanjian

i itu ada hubungannya
atas suatu titel te I, tukar menukar, dan lain

sebagainya.”®

** Harlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang
Kenotariatan, (Bandung: Citra Aditya, 2010), h. 54.

%> Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek,
Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h.331.

?® Harlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang
Kenotariatan, (Bandung: Citra Aditya, 2010) , h. 51.
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c. Perjanjian menurut bentuknya (Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1682
KUHPerdata)

Dalam KUHPerdata tidak disebutkan secara sistematis tentang
bentuk perjanjian. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan
yang tercantum dalam KUHPerdata maka perjanjian menurut
bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian lisan dan
tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak
cukup dengan lisan atau kesepakatan saja (Pasal 1320 KUHPerdata).

Adapun perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para
pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat Kita lihat pada perjanjian

akta notaris (Pasal 1682

cam, yaitu

i bawah tangan dan akta di bawah

akta yang cukup dibgat dan i
b\t') ka tau

kebendaan dan kewajiban

d. Perjanjian ber,
Penggolongan

yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut
sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan
(zakalijke overeenkomst) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian

kebendaan adalah perjanjian yang ditimbulkan hak kebendaan, diubah

2" salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2005), h. 19.
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atau dilenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan. Contoh
perjanjian ini adalah perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan
hak milik. Sedangkan perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang
menimbulkan kewajiban dari para pihak.

Di samping itu dikenal juga jenis perjanjian dari sifatnya, yaitu
perjanjian pokok dan perjanjian accesoir. Perjanjian pokok merupakan
perjanjian yang utama, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang, baik
kepada individu maupun pada lembaga perbankan. Sedangkan
perjanjian accesoir merupakan perjanjian tambahan, seperti perjanjian
pembebanan hak tanggungan atau fidusia.?®
Perjanjian menurut s

ber hukumnya

merupakan

1. Perjanjian luarga, seperti halnya
perkawinan.

2. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang
berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya hak milik.

3. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan

kewajiban.

28 5alim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika,

2006), h. 30.
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4. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan
bewijsovereenkomst.
5. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut
dengan publieckrechtelijke overeenkomst.?
f. Perjanjian menurut namanya (Pasal 1319 KUHPerdata, artikel 1355
NBW)

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum
dalam pasal 1319 KUHPerdata dan Artikel 1355 NBW. Di dalam pasal
1319 KUHPerdata dan Artikel 1355 NBW hanya disebutkan dua
macam kontrak menurut namanya, yaitu perjanjian nominaat

(bernama) janjian inomi ernama). Perjanjian

ekgtuan perdatg hibah,
LA

, pers

rjanjian yang timbul,
tumbuh, dan berk . Jenis perjanjian ini belum
dikenal dalam KUHPerdata. Yang termasuk dalam perjanjian

inominaat adalah leasing, beli sewa, franchise, kontrak rahim, joint

venture, kontrak karya, production sharing, dan lain-lain.*

% bid, h. 27.
*® salim, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2005), h. 18.
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g. Perjanjian dari aspek larangannya (UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang
larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat)

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan
penggolongan dari perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para
pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-
undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Karena perjanjian itu
mengandung praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.**

4. Syarat perjanjian
Syarat perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian yang

terdapat di dalam KUHPerdata (civil law) dan hukum perjanjian Amerika.

iatur dalam

2. Kecakap
3. Adanya objek

4. Adanya kausa yang halal.*

1 Ipid, h. 21.
32 |pid, h. 23.
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Keempat hal itu, dikemukakan berikut ini.
1. Kesepakatan
Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah sepakatnya
para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam
suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk
mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas
atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah
apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau
kekhilafan (Pasal 1321 KUHPerdata).*® Kesepakatan para pihak
merupakan unsur _mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian.

Kesepakatan ini i cara, namun yang

penerimaan atas

ttuk ttle;rjad'ﬁa pena

dipahami dan dimengerti

contoh yang sebagai cara terjadinya
kesepakatan adalah:

a. Dengan cara tertulis

b. Dengan cara lisan

c. Dengan symbol-simbol tertentu

3 Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 331.
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d. Dengan berdiam diri.**

Berdasarkan berbagai cara terjadinya kesepakatan tersebut di
atas, maka secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi
secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang
terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan,
simbol-simbol tertentu atau diam.

Seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis
biasanya dilakukan baik dengan akta dibawah tangan maupun
dengan akta autentik. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat
olen para pihak, tanpa melibatkan pejabat yang berwenang

, atau pejabat lain yang diberi

a dart akta di bawah tangan yan

dalam wbujn a

ta autentik, dapat diketahui ntik ada

, akta au

dua mac [ jabat yang berwenang

dan akta yang yang berwenang.
Kesepakatan secara lisan merupakan bentuk kesepakatan yang

banyak terjadi dalam masyarakat, namun kesepakatan secara lisan

ini kadang tidak disadari sebagai suatu perjanjian, padahal

sebenarnya sudah terjadi perjanjian antara pihak yang satu dengan

** Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika,

2006), h. 32.
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pihak lainnya, misalnya seorang membeli keperluan sehari-hari di
toko maka tidak perlu ada perjanjian tertulis tapi cukup dilakukan
secara lisan antara para pihak.

Kesepakatan yang terjadi dengan menggunakan simbol-simbol
tertentu sering terjadi pada penjual yang hanya menjual satu
macam jualan pokok, misalnya penjual soto, maka pembeli hanya
mengacungkan jari telunjuknya saja, maka penjual soto akan
mengantarkan satu mangkok soto. Cara terjadinya kesepakatan

dengan simbol-simbol tertentu ini mungkin juga banyak terjadi

pada perjanjian-perjanjian yang terlarang, misalnya jual beli

alam hal perjanjian pengangkut

bil-mobik penumpanggumum
e jlnﬁter

a langsung naik dan bila sa | un turun

dan mem ebagai a, sehingga kita tidak
pernah mengu epada sopir mobil tersebut
namun pada dasarnya sudah terjadi perjanjian pengangkutan.
Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut diatas, khusunya
syarat Kkesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau

lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para

pihak, maka tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi, walaupun terjadi
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kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, namun
terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai
tersebut mengalami kecacatan atau biasa disebut cacat kehendak
atau cacat kesepakatan. Sehingga memungkinkan perjanjian
tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan
oleh perjanjian tersebut.®*® Cacat kesepakatan dapat terjadi karena
kekhilafan atau kesesatan, paksaan, penipuan dan penyalah gunaan
keadaan.
2. Kecakapan
Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk

hukum . kecakapan termasuk

pada umumnya,

ukum setiap orang adalah

kecuali gorang-orange yang

n orang-orang yang tida

Orang-orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang
belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah kawin (Pasal

330 KUHPerdata) apabila seseorang berumur dibawah 21

% Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Bernuansa Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2013), h. 27-32.

% Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006),
h. 18.
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tahun tetapi sudah kawin dianggap telah dewasa menurut

hukum.

b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan

Orang yang dianggap di bawah pengampuan adalah:

1) Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila,
dungu, atau lemah akal walaupun ia kadang-kadang cakap
menggunakan pikirannya

2) Seorang dewasa yang boros (Pasal 433 KUHPerdata).*’

c. Perempuan yang telah menikah
Menurut pasal 1330 ayat (3) KUHPerdata dan Pasal 108

KUHPerdata awin tidak cakap

rkan Surat Edaran

y S

nikah ctap untuk ﬁ akukan

tetapi tidak berwenang un

puan yang

yaitu idak berwenang untuk

melakuaka ng satu kepada yang lain

(Pasal 1467 KUHPerdata).®

*7 Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 136.
% Ibid, h. 367.
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3. Suatu hal tertentu atau adanya objek
Menurut KUHPerdata suatu hal tertentu adalah:

a) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian
adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau
tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333
KUHPerdata).

b) Hanya barang-barang yang dapat di perdagangkan saja yang
dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332
KUHPerdata).

Suatu hal tertentu itu harus memungkinkan pengadilan

mengetahui dengan pasti apa yang telah disetujui oleh pihak-pihak.

, hukum tidak mengakui perjanj jian yang

Iakui9 l

ipun siapa saja yang dapa mbuat jJian apa

u tidak

saja, tetapi i ah perjanjian itu tidak
boleh bertent -undang, ketentuan umum,
moral, dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdata).”> Kausa yang
halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, dimana

perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak

bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat

** 5.B. Marsh and J. Soulsby, Hukum Perjanjian, alih bahasa: Abdulkadir Muhammad

(Bandung: Alumni, 2006), h. 95.

* Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 14.
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berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat
perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

Sebab yang tidak halal adalah sebab yang dilarang oleh
undang-undang, berlawanan dengan norma kesusilaan, atau
ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum
sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh
masyarakat dimana perjanjian tersebut dibuat. Contoh dari
perjanjian yang sebabnya tidak halal adalah ketika seseorang
melakukan perjanjian untuk membunuh orang lain. Hal ini
dikarenakan membunuh orang lain dilarang oleh undang-undang,

sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sa

ahwa syarat pertama dan‘kedua

t yang genyangkutsubjek h
WYY

t dimintakan pembatalan s

dan empa menyangkut objek dan
isi  kontrak ! arat-syarat tersebut tidak
terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum.*

5. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah

perjanjian yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak

16.

* Syahmin, Hukum Kontrak Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 15-
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debitur tentang suatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang
berhak atas suatu prestasi, sedangkan pihak debitur adalah pihak yang
berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal di sini bisa berarti
segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa jual
beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain.

Dalam KUHPerdata juga telah diatur tentang berakhirnya
perjanjian. Berakhirnya perjanjian diatur dalam pasal 1381 KUHPerdata.*
Cara berakhirnya perjanjian dibagi menjadi sepuluh cara, yaitu:

a. Pembayaran

Pembayaran yang dimaksud pada bagian ini berbeda dari istilah

pembayarani yang di

penitipan

Apabila seora I mbayaran yang dilakukan
oleh debitur, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai
atas uangnya, dan jika kreditur masih menolak, debitur dapat

menitipkan uang atau barangnya di pengadilan.

“2 1bid, h. 29.
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Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan uang atau
barang di pengadilan, membebaskan debitur dan berlaku baginya
sebagai pembayaran asal penawaran itu dilakukan berdasarkan
undang-undang, dan apa yang dititipkan itu merupakan atas
tanggungan si kreditur.*

c. Novasi

Novasi diatur dalam Pasal 1413 KUHPerdata sampai dengan Pasal
1424 KUHPerdata. Novasi (pembaruan utang) adalah pergantian objek
atau subjek perjanjian lama dengan objek atau subjek perjanjian yang
baru. Dalam hal utang lama diganti dengan utang baru, terjadilah

penggantiani objek perjanjian, yang disebut “nowasi objektif”, di sini

orangnya

aka jika debiturnya diganti,

if pasifigJika krediturnya yan
FiAr.v

atau kompensasi

Kompensasi jumpa jatur dalam Pasal 1425
KUHPerdata sam a UHPerdata. Yang diartikan
dengan kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan
jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara
kreditur dan debitur. Perjumpaan utang atau kompensasi ini terjadi jika

antara dua pihak saling berutang antara satu dan yang lain, sehingga

3 Ipid, h. 36.
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apabila utang tersebut masing-masing tersebut diperhitungkan dan
sama nilainya, kedua belah pihak akan bebas dari utangnya.
e. Percampuran utang
Percampuran utang diatur dalam pasal 1436 KUHPerdata sampai
dengan Pasal 1437 KUHPerdata. Percampuran utang adalah
percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan
kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Ada dua cara terjadinya
percampuran utang yaitu.
1) Dengan jalan penerusan hak dengan alas hak umum. Misalnya, si
kreditur meninggal dunia dan meninggalkan satu-satunya ahli

itu dehitur. Ini berarti

j r.
alas misalnya
I dan lggaat.
L\ Iaﬂdi a bentuk-bentu itur
is dari kreditur.

f. Pembebasan
Pembebasan a 143 KUHPerdata sampai

dengan 1443 KUHPerdata. Pembebasan utang adalah suatu pernyataan

ahwa dengan meninggalnya

sepihak dari kreditur kepada debitur, bahwa debitur dibebaskan dari
perutangan.** Pembebasan utang bagi kreditur tidak dapat

dipersangkakan tapi harus dibuktikan, karena jangan sampai utang

* Salim, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika,
2006), h. 172.
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tersebut sudah cukup lama tidak ditagih, maka debitur menyangka
bahwa terjadi pembebasan utang. Hanya saja pengembalian sepucuk
tanda piutang asli secara sukarela oleh kreditur, maka hal itu sudah
merupakan suatu bukti tentang pembebasan utangnya bahkan terhadap
orang lain yang turut berutang secara tanggung menanggung.
g. Kebatalan atau pembatalan perjanjian

Kebatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1446 KUHPerdata sampai
dengan Pasal 1456 KUHPerdata. Ada tiga penyebab timbulnya
pembatalan perjanjian, yaitu

1) Adanya perjanjian_yang dibuat oleh orang-orang yang belum

iisyaratkan dalam

erlaku rat batal
berlaku jika pihak dibuat dengan
syarat tangguh at apabila perjanjian tersebut
dibuat dengan syarat tangguh dan ternyata syarat yang dijadikan syarat
penangguhan tersebut tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dengan

sendirinya batal.

* Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 363-366.
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Demikian pula kontrak yang dibuat dengan syarat batal, apabila
syarat batal tersebut terpenuhi, perjanjian tersebut dengan sendirinya
telah batal yang berarti mengakibatkan hapusnya perjanjian tersebut.

i. Musnahnya barang yang terutang

Menurut ketentuan Pasal 1444 KUHPerdata, Jika suatu barang
tertentu yang dijadikan objek perjanjian musnah, tidak dapat lagi
diperdagangkan, atau hilang, hapuslah perjanjiannya, kecuali kalau hal
tersebut terjadi karena kesalahan debitur atau debitur telah lalai
menyerahkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi,
bagi mereka yang memperoleh benda itu secara tidak sah, misalnya,

ka musnah a

karena pencurian, hilangnya benda itu tidak

itur

ebitur lalai menyerahkan bend
apabi d(a bu

itu disebabkan oleh

kekuasannya juga I peristiwa yang sama
meskipun sudah b )

J. Kadaluarsa

Kadaluarsa atau lewat waktu juga dapat mengakibatkan hapusnya

perjanjian antara para pihak. Hal ini diatur dalam BW Pasal 1967 dan

5 Ibid, h. 363.
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seterusnya.*’ Apabila kita bicara tentang berakhirnya pejanjian, maka
secara garis besar dapat di bagi dua, yakni dalam arti positif dan dalam
arti negatif. Dikatakan positif jika perjanjian itu berakhir karena para
pihak telah melaksanakan perjanjiannya, sebaliknya berakhirnya
perjanjian karena para pihak atau salah satu pihak tidak melaksanakan
perjanjian, walaupun berakhir dalam arti positif dan dalam arti negatif
keduanya mengakhiri perjanjian.*®
6. Prestasi dan Wanprestasi
a. Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam

suatu kontrak."?

Menurut_ketentuan pasal 1234 KUHPerdata yaitu “tiap-

2. Berbuat sesu r pekarangan rumah,

mengangkut bara n rahasia perusahaan.

* Soeroso, Perjanjian Di Bawah Tangan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 49.

* Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2017), h. 287.

* Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011),
h. 68.

%0 subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk wetboek, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2016), h. 323.
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3. Tidak berbuat sesuatu, misalnya, tidak melakukan persaingan curang,
tidak melakukan dumping, dan tidak menggunakan merek orang lain.™
Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdata menjelaskan pengertian
memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan penguasaan nyata atas suatu
benda dari debitur kepada kreditur atau sebaliknya, misalnya dalam jual
beli, sewa-menyewa, perjanjian gadai, dan utang piutang. Dalam perikatan
yang objeknya “melakukan sesuatu”, debitur wajib melakukan perbuatan
tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya melakukan
perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, dan membangun
gedung. Dalam melakukan perbuatan tersebut, debitur harus mematuhi

ketentuan dalam perikat

perbua yang telah disep
LA

ganya. Apabila debitur

. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya

ini, dia

berlawanan den

jawab karena melanggar
perjanjian dan harus membayar ganti kerugian

kepada tetangganya.>

> Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 323.

%2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2017), h. 239.
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b. Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena
disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi
itu dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi
tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.
Wanprestasi dapat berupa:
1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

a wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari

ihak lain tersebut

1. Skripsi yang berju slam Dan Hukum Positif
Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia Dengan
Mitra Pengendara”, ditulis pada tahun 2018 oleh Fath Andrean, Fakultas
Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam

Negeri Sunan Ampel. Skripsi ini membahas tentang praktik perjanjian

%% Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011),
h. 74.
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kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan mitra pengendara.
Menurut hukum Islam perjanjian yang diterapkan PT. Gojek Indonesia
dengan mitra pengendara tidak mencerminkan prinsip keseimbangan
(tawazun) dan secara hukum Islam perjanjian tersebut menjadi fasad,
Menurut hukum positif hal tersebut diperbolehkan karena para pihak
telah memberikan persetujuan akan hal itu, meskipun bertentangan
dengan beberapa pasal dalam KUHPerdata, hal tersebut diperbolehkan
karena pasal tersebut bersifat mengatur atau melengkapi yang berarti
dapat dikesampingkan oleh para pihak.>

2. Skripsi yang berjudul “Tinjaun Hukum Positif Dan Hukum Islam

Tentang Klausula Eksornasi Dalam Baku Jasa Parkir

Kendaraan
rogram Study Hukum

n Lampwag. Skripsi @i memb

eksonerasi sam alah setiap aturan atau

ketentuan dan syarat® ersiapkan dan di tetapkan
terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam
suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh

konsumen. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (UUPK) pencantuman Klausula eksonerasi

> Fath Andrean, “ Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian
Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia Dengan Mitra Pengendara”, (SKripsi Program Strata 1
Hukum Ekonomi Syariah Uneversitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2018).
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dalam perjanjian baku jasa parkir pasar tengah Kota Bandar Lampung
oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku
usaha adalah dilarang. Dalam penjelasan UUPK dinyatakan bahwa
larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen
setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.
Dengan demikian klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa parkir
tidak sah menurut hukum positif. Menurut hukum Islam perjanjian itu
adalah sebuah perlindungan, tapi ternyata perjanjian baku tidak membuat
konsumen terlindungi, sehingga melanggar asas keadilan.>

3. Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam

Terhadap Akad Perjanjian Kerja ‘Waktu, TertentuyPada PT. Sushantco

Mubarak Fakultas

ukum™ UIN Sunan Kalijaga

g perjat"an kia waktu terten

a_lktu tertentu tersebut te_l

aturan

ketenagakerjaa lam h masih dibawah upah

minimum. Serta a a yang dalam klausul tidak
disebutkan tetapi pada praktinya dilakukan. Maka, perjanjian kerja
waktu tertentu tersebut batal demi hukum. Menurut hukum Islam akad

perjanjian kerja waktu tertentu tersebut juga memiliki ketidaksesuaian

mengenai penentuan upah yang seharusnya tidak ditentukan berdasarkan

>* Ibnu Mas’ud, Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Klausula Eksornasi
Dalam Perjanjian Baku Jasa Parkir Kendaraan Bermotor, (Skripsi Program Strata 1 Hukum
Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2018).
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UMR akan tetapi ditentukan oleh ahli yang diajukan oleh kedua pihak
untuk menentukan besarnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan baik
kesimpulan maupun pemahaman terhadap penulis lakukan, penulis
menjelaskan pengelolaan dan prosedur kerjasama yang dilakukan antara
PT. Aruna Wijaya Sakti dengan petambak plasma. Karena penulis
menitik beratkan pada praktiknya, apakah praktinya sesuai dengan

perjanjian yang sudah tertera atau tidak.

Loty

*® Adjih Mubarak, Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Suhantco Indonesia, (Skripsi Program Strata 1 Fakultas Syariah
Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2018).
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